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Bank untuk menjalankan fungsi perantara keuangan memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang
bertindak sebagai nasabah penyimpan. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan adanya kepastian
hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah. Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2004 tentang L embaga Penjamin Simpanan sebagai mana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi
nasabah penyimpan, sehingga diharapkan dapat membina kepercayaan masyarakat terhadap industri
perbankan. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi adalah salah satu bank yang
ditangani oleh LPS. Dengan demikian maka timbul permasalahan mengenai proses penyelesaian simpanan
nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah di BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi apakah telah
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 7
Tahun 2009. Untuk menjawab permasal ahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode
penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan alat pengumpulan data
berupa wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah L PS sudah melaksanakan pembayaran kepada
nasabah penyimpan BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009,
sedangkan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dilaksanakan dalam bentuk penjaminan oleh LPS
atas simpanan nasabah BPR tersebut, L PS menjamin simpanan pada bank dan akan membayar simpanan
pada bank yang dicabut sesuai izin usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Saran yang dapat diberikan berkaitan
dengan penelitian ini adalah harus adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pel aksananya kepada masyarakat luas
<hr>Bank, in itsfunction of afinancial intermediary, needs trust from the society acting as their deposit
customer. Such trust can be gained by legal certainty in the regulatory and supervisory measures of banks, as
well as the customer?s savings guarantee. Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009
concerning the Indonesia Deposit Insurance Corporation (7L PS?) has the objective to give legal coverage
and legal certainty toward the deposit customers, which therefore is expected to be able to manage the
society?s trust towards banking industry. Liquidated People Creditor Bank Tripanca Setiadana (?BPR
Tripanca Setiadana?) is one of those bank handled by LPS. Therefore, legal problem of giving solution
towards customers? deposit and legal protection for customers of BPR Tripanca Setiadana on whether it has
been in accordance with the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009. In order to
solve such problem aresearch is done by using literal study research method having the characteristic of
legal normative supported by the data collection tool of interviews. The conclusion of this research is that
the LPS has made their payments towards the deposit customers of BPR Tripanca Setiadana in accordance
with the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009, and the legal protection for the
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deposit customersis done in the form of guarantees by the LPS for the deposits of the BPR?s customers,

L PS guarantees the deposits in the bank and will pay the depositsin banks which license has been revoked
according to its business license in accordance with Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7
of 2009. Suggestions that can be offered in relation to this research is that socialization to the broad society
of the Law No. 24 of 2004 as been amended by the Law No. 7 of 2009 as well as its implementation
regulations has to be made.



